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ABSTRAK:

CATATAN:

Sesuai dengan peraturan desentralisasi di bidang pendidikan maka Pemerintahan
Kabupaten Kutai Kartanegara berhak melakukan penyelenggaraan pendidkan. Sesuai
dengan norma-norma pendidikan yang berpacu pada Sistem Pendidikan Nasional
agar terciptanya sumber daya manusia yang cerda otaknya, cerdas hatinya dan cerdas
rohnya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sehingga mampu
bersaing ke kancah nasional hingga internasional. Dimana dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda menyatakan bahwa pendidikan merupakan
urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlunya kepastian
hukunm dalam pengelolaannya melalu Peraturan Daerah tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan.
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Peraturan daerah ini diatur tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan
menetapkan istilah yang ada di dalamnya berupa ketentuan umum, dasar, fungsi dan
tujuan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga masyarakat,
orang tua, dan pemerintah daerah, peserta didik, jalur,jenjang dan jenis pendidikan,
bahsa pengantar, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidikan
dan tenaga pendidikan, sarana dan sarana pendidikan, pendanaan dan pengelolaan
pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, kerjasama, evaluasi, akreditasi
dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan dan pencabutan satuan pendidikan,
pengawasan dan pengendalian, sanksi administartif dan pidana, ketentuan peralihan,
penjaminan mutu pendidikan dan ketentuan penutup beserta penjelasan pada setiap
bab dan pasal dalam peraturan tersebut.
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